BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 0b TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN HASIL PRODUKSI PERTAMBANGAN
DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

. Menimbang : a. bahwa ruas jalan umum memiliki kemampuan tertentu dan
terbatas dari segi daya dukung/kemampuan struktur maupun
menampung lalulintas harian rata-rata, sehingga perlu dilakukan
langkah-langkah antisipasi untuk memberikan perlindungan
keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan
dan masyarakat sekitar ruas jalan umum;

b. bahwa demi ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan
lalulintas dalam rangka usaha pemeliharaan jalan umum dan
pembangunan serta penyelenggaraan jalan khusus untuk
pengangkutan hasil produksi tambang dan perkebunan di
Kabupaten Lamandau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Angkutan Hasil Produksi Pertambangan
dan Perkebunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4 180};

4, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nuny‘-j’?ﬂﬁ];
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(2) Terhadap hasil angkutan perkebunan yvang berada dalam daerah
dan berasal dari luar daerah dalam satu group perusahaan
diberikan dispensasi untuk menggunakan jalan umum selama 2
(dua) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan
Daerah ini untuk penyesuaian, dengan ketentuan:

a. sesuai yang dijjinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase
dengan kelas jalan;

b. pembatasan kecepatan armada sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan

c. menaati pengaturan pengelompokkan wilayah (rayonisasi).

(3] Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
dengan maksud:

a. melakukan pengelompokkan wilayah (rayonisasi) perkebunan
dengan pabrik kelapa sawit dan sarana produksi lainnya.

b. perusahaan perkebunan membangun pabrik kelapa sawit;
dan

c. memberikan batas waktu kepada perusahaan perkebunan
untuk membuat jalan khusus baik secara perorangan
dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pemberian

~ dispensasi serta pengelompokkan wilayah (rayonisasi)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 Oktober 2021

BUPATI AU,

HENDRA MANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal |49 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

-~
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